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PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pso

-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat

antara:

PENGGUGAT, NIK 720222X XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Sidoan, 26 Juni 1978
(umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
honorer, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Poso,,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 720222XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Poso, 25 Januari
1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan honorer, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten

Poso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agamatersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
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Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela tertanggal 11 Desember
2019 Nomor :159/Pdt.G.2019/PA.Pso yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menetapkan, memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah

tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebutdi atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan
diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya
untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah
mengucapkan sumpah tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan
secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan

memohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar
pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan selatersebutdi atas;
Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan
dan dikuatkan dengan sumpah supletoir telah diperoleh fakta kejadian yang
pada pokoknya sebagai berikut::
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan
perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 23 April 2011
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso;
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2. Bahwaawalnya Penggugatdengan Tergugat hidup rukun sebagai suami
istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tidak harmonis karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama,;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha
menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan
bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
dimana antara Penggugatdan Tergugat sering terjadi pertengkaran sedangkan
Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun
pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka
yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah (Irretrievable breakdown) dan sudah tidak mungkin untuk
rukun kembali (on heel baare tweespalt), dengan demikian Penggugat dan
Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh
Al-Quran Surat Ar-Rum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
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Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran yang berujung
dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin
sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang
diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan
hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-
mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama
lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan
mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,
sehingga oleh karenanya Hakim berpandapatbahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugattelah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwaterlepas dari siapa yang salah dan siapayang benar
dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan
tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu
pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan
kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang
tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa
mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus

1991).
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Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang
disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,
bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
isteri”, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo.
pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebuttelah memenuhinorma hukum
Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai
berikut:

1. Dalil syari dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz |

halaman 83, sebagai berikut:
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Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah

dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat /
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perdamaian, dan hubungan suamiisteri menjaditanpa ruh (hampa), sebab
meneruskan perkawinan berartimenghukum salah satu suamiisteri dengan
penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan

semangat keadilan.

2. Pendapat Ulama Figh Sayyid Sabiq dalan Kitab Fighus Sunnah juz Il

halaman 249 sebagai berikut:
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Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika
terbukti  adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun

kembali;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019Tentang Perkawinan yang
disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,
bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
isteri”, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimanatelah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “atas alasan

perselisihan dan pertengkaran terus menerus”;
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Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup
beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun
kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1)
R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka
Pengadilan menjatuhkan talak Tergugatterhadap Penggugat, dan oleh karena
perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat,
maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang
dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah
perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagimana layaknya suami istri
(Ba’da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat
mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3
(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi
yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh hakimtunggal berdasarkan
surat  Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor
185/KMA/HK.05/12/2018 tentang perihal Dispensasi/lzin Sidang Dengan Hakim
Tunggal tertanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
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Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Faiz, S.HI., MH.
sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh
Sri Wafiyanti Muchlis, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Penggugattanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,
ttd
Faiz, S.HI., MH.
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Panitera Pengganti,

ttd

Sri Wafiyanti Muchlis, S.-H

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara - Rp75.000,00
- Panggilan - Rp320.000,00
- PNBP Panggilan  : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
Jumlah : Rp461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
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